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SKh-1.1.22.1 UMUM 
 

1)  Uraian Pekerjaan 

 

a) Seksi ini mencakup ketentuan-ketentuan yang disyaratkan dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan Permen PUPR Nomor 10 Tahun 2021 

tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK), meliputi 

komponen kegiatan penerapan SMKK yang merupakan penjelasan pengelolaan 

SMKK paling sedikit terdiri atas Risiko Keselamatan Konstruksi, Unit 

Keselamatan Konstruksi (UKK) dan Biaya Penerapan SMKK berikut di bawah 

ini: 

i) Penyiapan dokumen penerapan SMKK;  

ii) Sosialisasi, promosi, dan pelatihan;  

iii) Alat pelindung kerja dan alat pelindung diri;  

iv)  Asuransi dan perizinan;  

v) Personel Keselamatan Konstruksi;  

vi) Fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan;  

vii)   Rambu dan perlengkapan lalu lintas  yang diperlukan atau manajemen lalu 

lintas);  

viii)   Konsultasi dengan ahli terkait Keselamatan Konstruksi;  

ix)  Kegiatan dan peralatan terkait dengan pengendalian Risiko Keselamatan 

Konstruksi, termasuk biaya pengujian/pemeriksaan lingkungan. 

 

b) Keselamatan Konstruksi adalah segala kegiatan keteknikan untuk mendukung 

Pekerjaan Konstruksi dalam mewujudkan pemenuhan Standar Keamanan, 

Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan yang menjamin keselamatan 

keteknikan konstruksi, keselamatan dan kesehatan tenaga kerja, keselamatan 

publik dan keselamatan lingkungan, sebagaimana yang diuraikan dalam Pasal 1 

Ayat (39) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Pasal 1 Ayat (11) 

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 

2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK), 

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas, dan Peraturan Menteri Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: Per.15/MEN/VIII/2008 

tentang Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan di Tempat Kerja. 

 

Ketentuan-ketentuan yang terkait dengan Standar Kesehatan Kerja diatur dalam 

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 
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PER.15/MEN/VIII/2008 tentang Pertolongan Pertama pada Kecelakaan di Tempat 

Kerja. Ketentuan-ketentuan yang terkait dengan Standar Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja, khususnya Pesawat Angkat dan Angkut diatur dalam Peraturan 

Menteri Tenaga Kerja Nomor 8 Tahun 2020 tentang Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja Pesawat Angkat dan Angkut.  

 

Ketentuan-ketentuan yang terkait dengan Standar Lingkungan Hidup, khususnya 

Baku Mutu Air Nasional dan Baku Mutu Udara Ambien diatur dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup.  

 

Ketentuan-ketentuan terkait lainnya dari peraturan dan perundang-undangan lain 

yang berhubungan dengan keselamatan konstruksi harus berlaku. 

 

c) Ketentuan-ketentuan sebagaimana yang diuraikan dalam Seksi 1.8 Manajemen dan 

Keselamatan Lalu Lintas, Seksi 1.17 Pengamanan Lingkungan Hidup, Seksi 1.19 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dan Seksi 1.21 Manajemen Mutu, pada 

dasarnya telah diakomodasi dalam ketentuan-ketentuan dari 9 komponen biaya 

penerapan SMKK yang disebutkan dalam Pasal SKh-1.1.22.1.1).a) tersebut 

kecuali butir ii), butir iv) dan butir viii). 

 

d) Penyedia Jasa harus melaporkan pelaksanaan RKK, RMPK, RKPPL, dan RMLLP 

kepada Pengguna Jasa sesuai dengan kemajuan pekerjaan, dengan masing-masing 

ketentuan sebagaimana yang diuraikan dalam Seksi 1.19 Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja, Seksi 1.21 Manajemen Mutu, Seksi 1.17 Pengamanan 

Lingkungan Hidup, dan Seksi 1.8 Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas. 

Ketentuan-ketentuan dari 9 komponen biaya penerapan SMKK di atas di luar Seksi 

1.8, 1.17, 1.19 dan 1.21 akan disyaratkan dalam Seksi ini sebagai pelengkap. 

 

2) Kebutuhan Jumlah Personel Keselamatan Konstruksi dan Unit Keselamatan Konstruksi 

 

a) Untuk Risiko Keselamatan Konstruksi Kecil: 

 

Perbandingan jumlah personel Keselamatan Konstruksi dengan jumlah tenaga 

kerja konstruksi berupa 1:60 (satu banding enam puluh) dengan paling sedikit 1 

(satu) Petugas Keselamatan Konstruksi dalam tiap Pekerjaan Konstruksi. 

b) Untuk Risiko Keselamatan Konstruksi Sedang: 

Perbandingan jumlah personel Keselamatan Konstruksi dengan jumlah tenaga 

kerja konstruksi berupa 1:50 (satu banding lima puluh) dengan paling sedikit 1 

(satu) ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi dan/atau ahli 

Keselamatan Konstruksi muda dalam tiap Pekerjaan Konstruksi. 

 

c) Untuk Risiko Keselamatan Konstruksi Besar: 

 

Perbandingan jumlah personel Keselamatan Konstruksi dengan jumlah tenaga 

kerja konstruksi berupa 1:40 (satu banding empat puluh) dengan paling sedikit 1 

(satu) ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi/Keselamatan Konstruksi 

Muda dengan pengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun dalam tiap Pekerjaan 

Konstruksi. 

 

Bilamana Penyedia Jasa mempekerjakan lebih dari 100 (seratus) tenaga kerja harus 

mempunyai personel Keselamatan Konstruksi  paling sedikit terdiri atas 2 orang 

tenaga ahli berikut ini: 
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i) 1 (satu) orang ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi utama, 

Ahli Keselamatan Konstruksi Utama atau Ahli Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja Konstruksi Madya dengan pengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun, 

atau ahli Keselamatan Konstruksi madya dengan pengalaman paling singkat 

3 (tiga) tahun; 

ii)  1 (satu) orang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi muda, atau 

Ahli Keselamatan Konstruksi muda, masing-masing dengan pengalaman 

paling singkat 3 (tiga) tahun; dan 

iii) Untuk setiap penambahan tenaga kerja sampai 40 (empat puluh) orang 

diperlukan tambahan 1 (satu) orang Petugas Keselamatan Konstruksi atau 

Petugas K3 Kontruksi. 

d) Unit Keselamatan Konstruksi (UKK) 

Sesuai dengan Pasal 35 sampai 37 tentang Unit Keselamatan Konstruksi (UKK) 

dari Permen PUPR Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penerapan SMKK, Penyedia 

Jasa harus membentuk Unit Keselamatan Konstruksi (UKK) yang bertanggung 

jawab kepada unit yang menangani Keselamatan Konstruksi di bawah pimpinan 

tertinggi Penyedia Jasa. UKK terdiri atas pimpinan dan anggota.  

Tanggung jawab penerapan pengendalian mutu Pekerjaan Konstruksi melekat pada 

pimpinan tertinggi Penyedia Jasa dan pimpinan UKK. Pimpinan UKK harus 

memiliki kompetensi kerja yang dibuktikan dengan Sertifikat Kompetensi Kerja di 

bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi/Keselamatan Konstruksi.  

Pimpinan UKK berkoordinasi dengan Kepala Pelaksana (General Superinten-

dent). Untuk Pekerjaan Konstruksi berisiko Keselamatan Konstruksi kecil, Kepala 

Pelaksana (General Superintendent) dapat merangkap sebagai pimpinan UKK. 

Untuk Pekerjaan Konstruksi berisiko Keselamatan Konstruksi sedang atau besar, 

Penyedia Jasa harus membentuk UKK yang terpisah dari struktur organisasi 

Pekerjaan Konstruksi.  

Persyaratan pimpinan UKK dituangkan dalam persyaratan personel manajerial 

untuk Keselamatan Konstruksi. Anggota UKK terdiri dari ahli Keselamatan 

Konstruksi/Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi, dan harus memiliki 

kompetensi kerja yang dibuktikan dengan kepemilikan Sertifikat Kompetensi 

Kerja Konstruksi, sebagaimana dengan ketentuan yang berlaku.  

 

3)  Pekerjaan Pengadaan Langsung dan/atau Padat Karya  

 

Untuk pekerjaan dengan Risiko Keselamatan Konstruksi kecil melalui pengadaan 

langsung dan/atau padat karya, biaya penerapan SMKK paling sedikit meliputi: 

penyediaan APD/APK; sarana dan prasarana kesehatan terkait protokol kesehatan; dan 

rambu keselamatan sesuai kebutuhan sehubungan dengan lingkup pekerjaan.  

4) Pekerjaan Seksi Lain dalam Spesifikasi Umum yang Berkaitan dengan Seksi Ini 

 

a)  Mobilisasi : Seksi 1.2 

b)  Kantor Lapangan dan Fasilitasnya : Seksi 1.3 

c)  Fasilitas dan Layanan Pengujian : Seksi 1.4 

d)  Transportasi dan Penanganan : Seksi 1.5 

e)  Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas : Seksi 1.8 

f)  Bahan dan Peyimpanan : Seksi 1.11 

g)  Pekerjaan Pembersihan : Seksi 1.16 
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